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PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DIMASA LALU
MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2022

(Febry Yollanda, 2010113060, Hukum Tata Negara (PK V), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 66
Halaman, 2025)

ABSTRAK

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat merupakan persoalan hukum yang tidak selesai dari masa kemasa
dalam riwayat pemerintahan Indonesia. Warisan persoalan ini pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo
diupayakan penyelesaiannya melalui Instrumen Hukum berupa Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022. Ada dua permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu : pertama,
Apakah Keputusan Presiden tersebut dapat digunakan sebagai instrumen penyelesaian pelanggaran HAM berat
di masa lalu menurut sudut pandang sistem perundang-undangan Indonesia?; kedua, Apakah penyelesaian melalui
Keputusan Presiden itu dapat menutup pintu bagi penyelesaian secara yudisial terhadap pelanggaran HAM di
masa lalu?. Untuk menjawab Pertanyaan ini penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Hasil
penelitian pertama, menunjukkan bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 dapat
dipandang sebagai instrumen yang sah untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di masa lalu,
sesuai dengan tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Keputusan ini telah memenuhi ketentuan perundang-
undangan yang berlaku sebagai dasar hukum untuk penyelesaian non-yudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia
Berat, menjadikannya legitim dan relevan dalam konteks hukum di Indonesia. Kedua, peneliti menemukan bahwa
penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat melalui Keputusan Presiden ini tidak menutup
kemungkinan adanya penyelesaian secara yudisial. Meskipun menawarkan alternatif non-yudisial yang dapat
mempercepat proses keadilan, masih terdapat ruang bagi proses hukum untuk dilanjutkan, Namun, jika proses
non-yudisial dinilai memadai oleh korban atau masyarakat, hal ini dapat mempengaruhi minat untuk menempuh
jalur yudisial di masa mendatang,
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SETTLEMENT OF PAST GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS CASES THROUGH
PRESIDENTIAL DECREE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 17 OF 2022

(Febry Yollanda, 2010113060, Contitutional Law (CP V), Faculty of Law, Andalas University, 66 Pages, 2025)

ABSTRACT

Gross Human Rights Violations are a legal issue that has not been resolved from time to time in the history of the
Indonesian government. The legacy of this problem during the reign of President Joko Widodo was attempted to
be resolved through a legal instrument in the form of a Presidential Decree, namely Presidential Decree of the
Republic of Indonesia Number 17 of 2022. There are two problems examined in this thesis, namely: first, whether
the Presidential Decree can be used as an instrument for resolving past gross human rights violations from the
point of view of the Indonesian legislative system; second, whether the settlement through the Presidential Decree
can close the door to judicial settlement of past human rights violations. To answer this question, the author uses
the Normative Legal Research Method. The results of the first study, show that the Presidential Decree of the
Republic of Indonesia Number 17 of 2022 can be viewed as a legitimate instrument to resolve past gross human
rights violations, in accordance with the president's duties as head of government. This decree has fulfilled the
applicable statutory provisions as the legal basis for the non-judicial settlement of gross human rights violations,
making it legitimate and relevant in the Indonesian legal context. Second, researchers found that the resolution of
cases of gross human rights violations through this Presidential Decree does not rule out the possibility of judicial
resolution. Although it offers a non-judicial alternative that can speed up the process of justice, there is still room
for the legal process to continue. However, if the non-judicial process is deemed adequate by victims or
communities, this may influence interest in pursuing judicial channels in the future.
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